PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 64 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN PRESI DEN NOMCR 103 TAHUN 2001
TENTANG KEDLDUKAN, TUGAS, FUNGS,  KBVEENANGAN
SUSUNAN CRGAN SASI,  DAN TATA KERJIA
LEMBAGA PEMER NTAH NON DEPARTEMEN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

bahwa dalam rangka nendukung terselenggaranya tertib admnistrasi
peneri nt ahan, di pandang perlu nenyenpur nakan Keput usan Presiden Nonor 103
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Qoganisasi, dan Tata Kerja Lenbaga Penerintah Non Departenen sebagai mana
tel ah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 11
Tahun 2005;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Unhdang- Uhdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

2. Undang- hdang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daerah
(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 125, Tanbahan
Lenbar an Negara Republ i k 1 ndonesi a Nonor 4437);

3. Keput usan Presiden Nonor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Qganisasi, dan Tata Kerja Lenbaga
Permerintah Non Departenan sebagai nana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 11 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESI DEN NCOMR
103 TAHN 2001 TENTANG KEDUDUKAN TUGAS, FUNGS, KBAENANGAN SUSUNAN
CRGAN SAS, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMER NTAH NON DEPARTEMEN

Pasal |

Ketentuan Pasal 106 dal am Keputusan Presiden Nonor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan QO ganisasi, dan Tata Kerja
Lenbaga Penerintah Non Departenen yang tel ah beberapa kali diubah dengan
Keput usan Presi den :

a. Normor 3 Tahun 2002;

b. Nonor 46 Tahun 2002;

C. Nonor 30 Tahun 2003;

d. Normor 9 Tahun 2004;

e. Perat uran Presi den Nonor 11 Tahun 2005;

di ubah, sebagai berikut :

"Pasal 106



(1)

(2)

Dal am nel aksanakan tugasnya, nasi ng-nasi ng LPN\D di koor di nasi kan

ol eh Menteri, yang neliputi :

Menteri Dal am Negeri bagi BPN

Menteri Pertahanan bagi LEMBANEG dan LEMHANNAS,

Menteri Perdagangan bagi BKPM

Menteri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN

Menteri Pendi di kan Nasi onal bagi PERPUSNAS,

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bagi LAN
BKN BPKP, dan ANR;

g. Menteri Negara R set dan Teknologi bagi LI, LAPAN
BPPT, BATAN BAPETEN BAKCBURTANAL, dan BSN\

h. Menteri Negara Perencanaan Penbangunan Nasional bagi BPS,

i Ment eri  Per hubungan bagi BMs

Koordi nasi sebagai nana dinmaksud pada ayat (1) neliputi

koordi nasi dal am perunusan kebijakan yang berkaitan dengan

instansi Penerintah lainnya serta penyel esaian pernasal ahan

yang tinmbul dal am pel aksanaan kebi j akan di naksud.

ToeooTR

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Cktober 2005

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A
ttd.

DR H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



